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BUPATI BLORA 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR    3    TAHUN 2014 

TENTANG 

KLASIFIKASI DAN TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK 

SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, 

keadilan bagi Wajib Pajak, dan stabilitas dalam penentuan 

Nilai Jual Objek Pajak, maka perlu dilakukan pengaturan 

klasifikasi dan tata cara penetapan Nilai Jual Objek Pajak 

sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Klasifikasi dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual 

Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan 

Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4287);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

 



 

 

2 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua  

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang                  

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan; 

13. Peraturan Daerah  Kabupaten  Blora  Nomor  3  Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora                 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Nomor 6 ); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI DAN TATA 

CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI 

DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Blora. 

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas 

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang 

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 

pertambangan. 

5. Bumi adalah permukaan bumi  yang meliputi tanah dan perairan 

pedalaman serta laut wilayah kota. 

6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 
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7. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga 

rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar 

dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan 

melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 

perolehan baru atau NJOP pengganti. 

8. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual 

bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan 

NJOP Bangunan. 

 

Pasal 2 

(1) Klasifikasi NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

terdiri dari : 

a. klasifikasi NJOP Bumi; dan 

b. klasifikasi NJOP Bangunan. 

(2) Klasifikasi NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan mengelompokkan klas Bumi dan Bangunan berdasarkan nilai 

jual Bumi dan nilai jual Bangunan yang bersangkutan. 

(3) Klasifikasi NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

(1) Penetapan besaran NJOP dihitung berdasarkan Klasifikasi NJOP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

(2) Dalam hal nilai jual Bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi 

NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka  nilai jual 

Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi. 

(3) Dalam hal nilai jual Bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi 

Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 nilai 

jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP bangunan.  
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 22 Januari 2014 

BUPATI BLORA, 

Cap Ttd. 

DJOKO NUGROHO 

 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal  22 Januari 2014 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, 
PETERNAKAN DAN PERIKANAN, 

Cap Ttd. 

SUTIKNO SLAMET 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2014 NOMOR 3 

 

 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 

 
 
 
 

A. KAIDAR ALI, SH. MH. 

NIP. 19610103 198608 1 001 
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BLORA 
  NOMOR    3   TAHUN 2014 

 

 

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

A. KLASIFIKASI NJOP BUMI 

AM

Klas Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/m²)

001 > 67,390,000.00        s/d 69,700,000.00        68,545,000.00                                

002 > 65,120,000.00        s/d 67,390,000.00        66,255,000.00                                

003 > 62,890,000.00        s/d 65,120,000.00        64,000,000.00                                

004 > 60,700,000.00        s/d 62,890,000.00        61,795,000.00                                

005 > 58,550,000.00        s/d 60,700,000.00        59,625,000.00                                

006 > 56,440,000.00        s/d 58,550,000.00        57,495,000.00                                

007 > 54,370,000.00        s/d 56,440,000.00        55,405,000.00                                

008 > 52,340,000.00        s/d 54,370,000.00        53,355,000.00                                

009 > 50,350,000.00        s/d 52,340,000.00        51,345,000.00                                

010 > 48,400,000.00        s/d 50,350,000.00        49,375,000.00                                

011 > 46,490,000.00        s/d 48,400,000.00        47,445,000.00                                

012 > 44,620,000.00        s/d 46,490,000.00        45,555,000.00                                

013 > 42,790,000.00        s/d 44,620,000.00        43,705,000.00                                

014 > 41,000,000.00        s/d 42,790,000.00        41,895,000.00                                

015 > 39,250,000.00        s/d 41,000,000.00        40,125,000.00                                

016 > 37,540,000.00        s/d 39,250,000.00        38,395,000.00                                

017 > 35,870,000.00        s/d 37,540,000.00        36,705,000.00                                

018 > 34,240,000.00        s/d 35,870,000.00        35,055,000.00                                

019 > 32,650,000.00        s/d 34,240,000.00        33,445,000.00                                

020 > 31,100,000.00        s/d 32,650,000.00        31,875,000.00                                

021 > 29,590,000.00        s/d 31,100,000.00        30,345,000.00                                

022 > 28,120,000.00        s/d 29,590,000.00        28,855,000.00                                

023 > 26,690,000.00        s/d 28,120,000.00        27,405,000.00                                

024 > 25,300,000.00        s/d 26,690,000.00        25,995,000.00                                

025 > 23,950,000.00        s/d 25,300,000.00        24,625,000.00                                

026 > 22,640,000.00        s/d 23,950,000.00        23,295,000.00                                

027 > 21,370,000.00        s/d 22,640,000.00        22,005,000.00                                

028 > 20,140,000.00        s/d 21,370,000.00        20,755,000.00                                

029 > 18,950,000.00        s/d 20,140,000.00        19,545,000.00                                

030 > 17,800,000.00        s/d 18,950,000.00        18,375,000.00                                

Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m²)
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B. KLASIFIKASI NJOP BANGUNAN  
 

 
 

BUPATI BLORA, 
 

Cap Ttd.  
 

DJOKO NUGROHO 

≤ 


